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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahhirrobbil‘alamin, penulis sangat berbahagia serta
bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan-Nya kepada penulis
untuk menyelesaikan buku ini. Berbagai kendala untuk menyelesaikan buku
ini. Namun, akhirnya, semuanya terlewati dan buku terselesaikan yang
penulis beri judul Hukum Acara Pidana.

Secara garis besar, buku ini berisikan materi mengenai hukum pidana,
sejarah hukum pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana,
proses pemeriksaan, proses peradilan, dan praperadilan secara umum.
Penulisan buku didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik pertimbangan
praktis, maupun teoretis. Pertimbangan praktis didasarkan atas pengalaman
penulis selama menjadi advokat dan selama mengasuh mata kuliah
mengenai hukum pidana sehingga penulis berkeyakinan bahwa kehadiran
buku ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap
sumbang pemikiran dalam hukum acara pidana.

Sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat pada kemudian hari
dalam pengembangan hukum acara pidana.

Bangka, 12 Februari 2022
Penulis,

Ndaru Satrio, S.H., M.H.
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GLOSARIUM

A

Accusatoir: Suatu asas dalam hukum pidana yang menempatkan tersangka atau
terdakwa sebagai subjek hukum dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan
pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang
di pengadilan.

B

Bantuan hukum: Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bebas (putusan bebas): Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari
dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya. Dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan.
Bewij middelen: Alat-alat bukti.

C

Criminology: Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya
tindak kejahatan dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan.

D

Dakwaan (surat dakwaan): Jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada
tahap penuntutan.

E

Equality of law: Persamaan di hadapan hukum.

Exsecutie: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan.

G

Gezag: Kekuasaan.

H

Hak ingkar: Kewajiban untuk mengundurkan diri bagi hakim, jika terdapat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau ada
hubungan suami/istri sekalipun sudah bercerai.

Herzaining: Peninjauan kembali.

I

Inquisitoir: Sistem pemeriksaan di mana si tersangka merupakan objek utama
dalam pemeriksaan.

J

Jaksa: Pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki
kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan
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undang-undang.

K

Koneksitas (perkara koneksitas): Suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-
sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum di salah satu pihak
dan peradilan militer di lain pihak.

L

Locus delicti: Tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat
kejadian perkara.

M

Mede dader: Orang yang telah berpartisipasi langsung dalam kejahatan, telah
memberikan bantuan yang diperlukan atau penghasut langsung kejahatan.

N

Negetief wettelijk system: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya

0)

Oportunitas: Meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa sescorang
melanggar suatu peraturan hukum pidana. Namun, penuntut umum mempunyai
kekuasaan untuk menyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya
dengan tujuan kepentingan negara atau umum (mendeponer).

P

Praduga tidak bersalah: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

R

Rechtvaardigingsgrond: Alasan pembenar.

T

Tempus delicti: Waktu tindak pidana atau waktu terjadinya pidana.

U

Unus testis nullus testis: Jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa
dukungan alat bukti lainnya, tidak memiliki kekuatan pembuktian.

v

Veroodeling: Putusan pemidanaan.
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